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Kementerian PANRR Pangké’S Pegawai DPR

Kerja Dewan Akan je

: Selasa, 11 April 2023
: Rakyat Merdeka

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan

penyederhanaan Pegawai di Lingkungan Sekretariat
yan khawatir, kebijakan
efisiensi pegawai tersebut berimbas kepada kinerja

Jenderal (Setjen) DPR. Sena

dewan.

WAKIL Ketua Komisj I DPR
Junimart Girsang mengatakan,
saat ini parlemen setidaknya
membutuhkan 400 formasi
dalam menunjang kinerja para
dewan di DPR. Namun surat
Kementerian PANRB kepada

Setjen DPR mengutarakan akan -

adanya efisiensi para pegawai
kurang lebih 70 persen.

“Kami ini yang merasakan
di DPR bagaimana Kesekjenan
bekerja secara terus menerus.
Dan apabila dilakukan efisiensi
70 persen, menurut kami ini akan

membuat kerja-kerja di DPR akan*

terganggu,” ujar Junimart dalam
rapatkerja Komisi [l DPR dengan
Menteri PANRB Abdullah Azwar
Anas dan jajaran di Gedung Parle-
men, Jakarta, kemarin,

Junimart menanyakan alasan
Kementerian PANRB melaku-

N N

kan efisiensi cukup besar kepadi
Kesekjenan DPR. Dia Jaly mem-
bandingkan dengan kebijakan
Kementerian PANRB yang
justru memberikan kewenangar
kepada empat instans; yang
dapat menerima calon Aparatur
Sipil Negara. Yakni, Mahkamah
Agung (MA), Badan Intelijert
Negara (BIN), Dosen, dan Ke-
jaksaan A gung. |
Untuk itu, dia meminta agar
kewenangan untuk dapat meng-
angkat ASN inj Jjuga dapat
dikenakan kepada Kesekjenan
DPR. “Tolong dari Kementerian
PANRB itu melakukan kajian
kembali supaya parlemen juga
dimasukkan dalam salah satu
lembaga itu. Jadi empat tambah
satu menjadi lima,” ujarnya.
Terkait aturan teknisnya, dia
meminta agar hal ini dikomu-

nikasikan dengan Sekjen DPR.
“Apalagi DPD ity efisiensinya
tidak sampai 70 persen. ‘K ok
DPR itu bisa sampai 70 persen,”
ujarnya.

Junimart Jjuga keberatan
dengan kebijakan Kementerian
PANRB memangkas formasi
pegawai dari lingkungan Institut
Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN). Sejatinya formasi yang
harus dipenuhi IPDN untuk
daerah termasuk dj Papua untuk
tahun 2023 adalah 1.410 praja.
Jumlah tersebut Jjuga sebelum-
nya telah melaluj pembahasan
dengan Kementerian PANRB.

Tapi, Kementerian PANRB
membuat surat bahwa untuk
mengisi CPNS dj lingkungan
instansi Pemerintah dari IPDN
hanya disiapkan 534 formasi.
“Kalau cuma 534 formasi meny-
rut kami tidak rasional,” ujar
Politisi PD] Petjuangan ini.

Dia menjelaskan, [PDN
selama inj merekrut
untuk setiap kabupaten/kota
masing-numng dua formasi,
untuk provingi sebanyak 4 praja
setiap tahunnya. Kalay kemu-
dian kuota yang diberikan ke

praja’

IPDN hanya 534 formasi, tenty
kerja-kerja di daerah yang ber-
asal dari pamong praja ini akan
pincang.

Selain itu, kuota 534 formasi
ini juga bisa dipastikan [PDN
akan kosong. Sebab selama ini
kuota IPDN setiap tahunnya
menerima 1.100 praja. Bahkan
anggaran untuk itu pun sudah
disetujui di Komisi [| DPR.

Sementara, sekolah kedinasan
lainnya seperti Kementerian
Perhubungan setiap tahunnya
membutuhkan 1.400 formasi,
Kementerjan Keuangan 1.100
formasi dan Kementerian [1y-
kum dan HAM 525 formasi
Justru tidak mengalami peruba-
han. “Kenapa IPDN berubah.
Ini kira-kira apa rasionalitas
dari Kementerian PANRB untuk
berikan kuota vang jauh sckali
dari sebelumnya 1470 menjadi
534 formasi,” heran Junimart.

Sementara itu, Menteri
PANRB Abdullah Azwar Anas
menegaskan, penyederhanaan
Pegawar ini merupakan tindak
lanjut dari arahan Wakil Pre-
siden KH Maruf Amip sebagai
pembina Reformasi Birokrasi

rganggu

Nasional. Wapres menginginkan
untuk terus meningkatkan per-
forma pegawai negara melalui
penyederhanaan birokras;.

“Tadi pimpinan minta DPR
dikecualikan, mudah-mudahan
tidak ada lembaga lain semuy
minta dikecualikan. Termasuk
kemarin Menkopolhukam Pak
Mahdfud memina dikecualikan.
cuma kami tidak sampaikan
langsung karena bisa jadi pre-
seden di tempat lain,” ujarnya.

Dia ménuturkan, dj Sekjen
DPR dari total 203 Jabatan
struktural esclon 3 dan 4, yang
diusulkan untuk disederhanakan
hanya 8 jabatan esclon4. Jumlah
tersebut baru empat persen dari
total jabatan y ang dapat diseder-
hanakan.

Walau demikian, dia memasti-
kan pihaknya akan mengkomuni-
kasikan hal inj ke Tim Reformasi
Birokrasi Nasional agar Kiranya
untuk penyederhanan pegawai

ini PPR dapat dikecualikan
“Kalau ini memang sesuatu
yang sangat urgent karena pet

layanannya agak berbeda, nantj
kami minta izin khusus DPR
dikccualikan,"ujurn_\;l W KAL



